BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapat
fenomena maraknya kegiatan kampanye yang diselenggarakan
oleh peserta Pemilihan Umum utamanya melalui pemasangan
alat peraga;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf
¢ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, perlu menentukan lokasi pemasangan alat
peraga kampanye yang representatif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

4, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

10. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 77), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1060);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk
meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan
program Peserta Pemilu.

6. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang
memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang
dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan
mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon
anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

7. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan perseorangan untuk
Pemilu anggota DPD.

8. Kawasan adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan
pemanfaatan wilayah tersebut dapat digunakan untuk
pemasangan Alat Peraga Kampanye.

il

BAB 11
LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE
Pasal 2

(1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan pada
kawasan yang telah ditentukan.

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Desa
dan Kelurahan di setiap Kecamatan, yang meliputi :
a. jalan Desa; dan
b. gang kampung.

Pasal 3

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah
sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah
baik Pusat, Provinsi maupun Daerah, lembaga pendidikan
(gedung dan sekolah), sarana dan prasarana publik, taman dan
pepohonan.

BAB II1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Kampanye dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal :5 ceptember 2013

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal =% cpiember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,
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BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR



